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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki berbagai peraturan
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman
warga negaranya dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan perundang-undangan
tersebut dibuat sesuai dengan dasar hukum negara Indonesia, yaitu Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut
UUD 1945). Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh
bertentangan dengan ideologi negara serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lain.

Pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat menyatakan “Kemudian
daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang berbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan

Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat



kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintahan negara Indonesia
dibentuk olen UUD 1945 untuk melindungi seluruh warga negaranya dengan tujuan
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Dengan dasar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa negara
memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya tanpa terkecuali serta tanpa
memandang usia, agama, status sosial, profesi, status ekonomi, pendidikan dan lain
sebagainya.

Warga negara adalah “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara” berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Ada
beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara
untuk negaranya, salah satunya Pasal 27 ayat 1: “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menegaskan bahwa warga
negara memiliki hak dipandang sama tanpa pengecualian di mata hukum dan
pemerintahan, serta warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan

pemerintahannya.



Pasal tersebut menjadi dasar setiap warga negara untuk mendapatkan
perlindungan oleh negara dari segala aspek kehidupan, termasuk aspek hukum.
Dalam UUD 1945 Pasal 1 angka 3 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah
negara hukum”. Berdasarkan pasal ini, maka Indonesia memiliki dasar yang kuat
yaitu hukum. Hukum menjadi identitas negara Indonesia sebagai negara hukum,
maka hukum di Indonesia harus diterapkan dengan baik dan adil.

Aspek hukum adalah hal yang penting bagi kehidupan warga negara, menjadi
lebih penting apabila warga negara berada dalam permasalahan hukum. Dengan
adanya dasar hukum ini tentu menjadi kewajiban negara untuk melaksanakan
kewajibannya yaitu melindungi warga negaranya dalam aspek hukum berdasarkan
keadilan sosial. Keadilan sosial berarti tidak ada yang di perlakukan istimewa,
keadilan sosial berarti perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Keadilan
sosial harus di wujudkan negara agar tidak terjadi kecemburuan sosial di dalam
kehidupan warga negara.

Anak merupakan bagian dari warga negara. Perlindungan hukum juga berhak
di dapatkan oleh anak karena anak adalah warga negara yang menjadi harapan negara
demi mempertahankan negara di masa depan. Anak adalah warga negara yang belum
mencapai usia dewasa menurut undang-undang yang berlaku. Menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1
menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.



Sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar ra pernah berucap : Barang siapa
ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya.! Kata
bijak ini mempertegas bahwa pemuda merupakan penerus bangsa, yang dimana anak
adalah cikal bakal seorang pemuda. Demi menciptakan pemuda yang ideal untuk
tujuan mempertahankan masa depan bangsa, anak harus di lindungi dari awal ia
menjalani kehidupan bermasyarakatnya sampai ia menjadi penerus bangsa yang ideal.
Dengan adanya perlindungan dari segala aspek kehidupan terhadap anak, maka anak
akan dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Tumbuh kembang seorang anak dengan baik tentunya dapat menciptakan
pemuda yang baik dan ideal juga. Perlindungan tersebut harus dilakukan terutama
oleh orang tua karna orang tua merupakan orang dewasa paling dekat dan mengerti
kegiatan kehidupan anak. Orang tua merupakan perlindungan terbaik untuk anak.
Selain itu, negara juga harus melakukan perlindungan terhadap anak, salah satunya
melalui berbagai kebijakan hukum yang diperuntukkan atau dikhususkan untuk anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial.?
Perlindungan anak dilakukan agar adanya keadilan dalam masyarakat. Dengan
demikian perlindungan anak harus dilakukan dalam segala bidang kehidupan

berbangsa dan bernegara.

! M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, HIm: 4.
2 Maidin Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, HIm:33



Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum bagi anak, maka dari itu
hukum adalah jaminan dari kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak
boleh dilakukan secara berlebihan, harus melihat dampak yang akan terjadi terhadap
anak dan lingkungan. Perlindungan anak harus dilakukan secara rasional sehingga
dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perlindungan anak ini dilakukan atas dasar
prinsip yaitu, anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik anak, daur
kehidupan dan lintas sektoral. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka
perlindungan anak dapat mempengaruhi kehidupan anak dalam hal positif.

Sesungguhnya anak merupakan individu yang memiliki kondisi kejiwaan
yang labil, serta mereka adalah individu yang berada dalam proses pemantapan psikis
yang menghasilkan sikap kritis, agresif, serta menunjukkan tingkah laku yang
cenderung mengganggu ketertiban umum. Hal ini sebenarnya belum dapat dikatakan
kejahatan karna anak yang memiliki kondisi psikologis tidak seimbang belum sadar
dan mengerti atas yang telah dilakukan anak tersebut. Anak tentu belum paham
apakah akibat dan dampak yang akan terjadi atas setiap perbuatan yang ia perbuatan
terhadap orang lain.

Anak nakal merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara
fisik, mental dan sosial. Anak—anak tersebut merupakan anak yang dalam penanganan
orang tua yang kurang baik sehingga menciptakan pribadi yang berbeda dengan anak
pada umumnya. Secara fisik, mental dan sosial mereka berbeda juga dengan orang

dewasa.



Anak dalam kondisi seperti ini membutuhkan perlindungan dan penanganan
secara khusus agar dapat melahirkan dewasa yang secara ideal baik secara fisik,
mental dan sosial. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh
kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain untuk tumbuh dan
berkembang baik fisik, mental dan sosial.

Teori Associantion Differential oleh Sutherland (1966) menyatakan bahwa

anak menjadi Delinkuen (nakal) disebabkan oleh partisipasinya ditengah-

tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delikuen tertentu
dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya,
karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan
anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya
asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak

tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal 2

Dalam buku tulisan M.Nasir Djamil, ia mengutip pendapat Robert K.Merton
dan Nisbet yang berasal dari buku Shanty Dellyana yang menyatakan bahwa “Anak-
anak berumur dibawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak
jahat (incapable of having the criminal intent), sedangkan mereka yang berumur
antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai
kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (incapable of crime)”.*

Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UUSPPA)

mengategorikan anak nakal sebagai anak berkonflik dengan hukum.”

® M.Nasir Djamil, Op.cit, HIm: 37
4 -

Ibid
® Ibid



Perkembangan kenakalan anak saat ini sangat pesat, tindak pidana yang
dilakukan juga semakin bervariasi. Di Indonesia saat ini semakin banyak
permasalahan hukum yang mengkaitkan peran seorang anak, baik itu sebagai pelaku
maupun korban.

Hal ini tentu saja membuat miris hati, karena anak sesungguhnya merupakan
bibit penerus bangsa yang harus dilindungi dengan baik. Perlindungan tersebut tidak
hanya dilakukan ketika seorang anak telah masuk dalam permasalahan hukum, tetapi
harus dilakukan untuk upaya pencegahan agar angka permasalahan hukum yang ada
menurun khususnya yang berkaitan dengan peran anak. Apabila seorang anak pernah
melakukan tindak pidana, tidak menuntut kemungkinan bahwa anak tersebut akan
tumbuh dan berkembang menjadi dewasa yang semakin mahir melakukan tindak
pidana. Banyak permasalahan hukum, dari kasus pencurian, perampokan,
penganiayaan, pembunuhan bahkan kasus perdagangan orang (yang selanjutnya
disebut Trafficking) saat ini sudah melibatkan peran anak sebagai alat pelaksanaan
tindak pidana tersebut.

Trafficking di Indonesia telah lama terjadi, mulai dari masa kerajaan-kerajaan
di Jawa melalui perbudakan perempuan dimana merupakan pelengkap dari sistem
pemerintahan yang ada. Trafficking terus meluas dan memperluas obyek perdagangan
tersebut. Obyek trafficking tersebut meluas tidak hanya perempuan tetapi juga
seorang anak. Saat masa-masa kerajaan memang tidak ada batasan kekuasaan untuk

Sang Raja, menjadi hal yang wajar apabila Raja atau Penguasa memiliki banyak selir.



Pada periode penjajahan Jepang, trafficking berbentuk kerja rodi dan
komersial seks. Hal ini terus terjadi pada perempuan pribumi, mereka banyak dibawa
kepada pejabat Jepang yang berada di berbagai negara. Trafficking yang mayoritas
sasarannya adalah perempuan dan anak saat ini merupakan krisis multi dimensional
yang dialami Indonesia, yaitu Indonesia mengalami berbagai macam pertentangan
baik besar maupun kecil di berbagai bidang baik dalam bidang ekonomi, politik,
sosial serta termasuk moral bangsa.

Pada dasarnya trafficking telah melanggar hak asasi manusia, harkat dan
martabat manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dikarenakan dalam
trafficking pasti dilakukan pengancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan,
kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan prostitusi,
pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa atau perbudakan.

Perempuan dan anak adalah kelompok sosial yang paling rentan menjadi
korban trafficking, berbagai macam bentuk strategi trafficking dilakukan untuk
memaksakan perempuan dan anak-anak untuk masuk dalam perdagangan tersebut.
Korban trafficking biasanya di perlakukan secara tidak manusiawi dan dieksploitasi.
Bentuk-bentuk eksploitasi di era modern ini lebih beragam dan meluas, misalnya
eksploitasi seksual, perbudakan, atau perbuatan transplantasi organ tubuh manusia
sampai penjualan bayi untuk tujuan komersial.

Trafficking juga dapat dilakukan oleh perseorangan kepada orang lain, dan

pada era modern ini anak dapat menjadi korban sekaligus pelaku praktik trafficking.



Hal ini dapat terjadi karena berbagai macam faktor kehidupan yang seakan memaksa
mereka untuk melakukan praktik trafficking kepada sesama anak.

Dengan ketidakcakapan tersebut, anak seringkali dijadikan alat untuk
melancarkan segala usaha praktik kejahatan, trafficking telah menjadi salah satunya.
Hal ini sering dan banyak terjadi di Indonesia, mulai dari daerah perkotaan sampai
pelosok desa. Hal ini terjadi juga karna berbagai alasan, yang terutama adalah
kekurangan dalam bidang ekonomi, alasan ini pula yang dapat merusak moral anak-
anak bangsa Indonesia.

Trafficking tidak hanya dapat dilakukan oleh perseorangan tetapi pada era
globalisasi saat ini, korporasi juga dapat melakukan trafficking tentunya dengan
modus yang berbeda dan tersembunyi. Biasanya sebuah korporasi akan merekrut
banyak pegawai khususnya pegawai perempuan dengan modus penipuan korporasi
tersebut akan mengirim mereka kepada pihak lain untuk tujuan eksploitasi dan
komersial.

Saat ini Indonesia telah memiliki ketentuan hukum yang mengatur Trafficking
yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Selanjutnya disebut UUTPPO). Dalam undang-undang ini
mengatur kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk permasalahan hukum
dalam tindak pidana trafficking. Di dalam undang-undang tersebut mengatur hak dan
kewajiban korban atau saksi tindak pidana trafficking, termasuk korban atau saksi

tindak pidana tersebut adalah seorang anak.
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Undang-undang ini juga mengatur kepastian hukum dan perlindungan hukum
apabila sebuah korporasi menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Pencegahan dan
penanganan tindak pidana trafficking, sampai kerja sama internasional mengenai
tindak pidana trafficking tersebut juga diatur di dalam undang-undang tersebut.

UUTPPO belum cukup melindungi dan memberikan kepastian hukum seluruh
elemen yang berkaitan dengan tindak pidana trafficking, karena undang-undang ini
tidak mengatur tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak
pidana trafficking, khususnya yang bertindak sebagai pelaku adalah seorang anak.

Dengan mengikuti perkembangan yang ada saat ini, tentu saja perlu adanya
ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana
trafficking khususnya pada undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak
pidana perdagangan orang. Karena tidak mungkin suatu negara hukum hanya
melindungi korban atau saksi suatu tindak pidana yang dimana seorang pelaku
merupakan warga negara yang tentu tetap memiliki hak dan kewajiban sebagai warga
negara. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut, maka akan menciptakan
proses peradilan yang lebih baik serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga
negaranya.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peradilan juga
tempat orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan tentang hak dan
kewajibannya menurut hukum. Dalam peradilan umum terkait beberapa lembaga,
yaitu: kejaksaan; kepolisian; kehakiman; lembaga pemasyarakatan; dan bantuan

hukum. Lembaga-lembaga tersebut tentunya memiliki peran penting dalam suatu
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peradilan dengan tujuan mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga
negara.

Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa lembaga,
yaitu: penyidikan anak; penuntutan anak; pengadilan anak; dan pemasyarakatan anak.

Peradilan anak di Indonesia masih termasuk ruang lingkup dalam peradilan
umum, di Indonesia belum ada tempat khusus untuk peradilan anak berdiri sendiri.
Hakim ditunjuk secara khusus untuk mengadili perkara-perkara anak, anak dilibatkan
sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak dan
menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim
yang tertib untuk memperoleh keadilan.

Perlakuan yang harus diterapkan oleh penegak hukum yang pada
kenyataannya secara biologis, psikologis, dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan
sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan yang khusus. Tujuan peradilan anak
berbeda dengan peradilan pada umumnya, yaitu memberikan yang paling baik bagi
anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.

Adapun prinsip-prinsip peradilan anak, yaitu pembatasan umur, ruang lingkup
masalah dibatasi, ditangani pejabat khusus, peran pembimbing kemasyarakatan,
suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, keharusan splitsing (anak tidak boleh
disidangkan bersama orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer), acara
pemeriksaan tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan lebih singkat,
dan hukuman lebih ringan. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut diharapkan

adanya pengaruh perubahan yang baik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
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Dengan demikian jelas sekali bahwa diperlukan undang-undang yang
mengatur bagaimana perlindungan hukum seorang anak sebagai pelaku tindak pidana
terpenuhi. Dengan demikian juga diperlukan perubahan dan penambahan aturan
hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum dalam tindak pidana trafficking dalam UUTPPO.

1.2. Rumusan Masalah
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum
sebagai pelaku tindak pidana Trafficking ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

1.3.  Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan
hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana trafficking berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.
14. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :
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1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan
hukum khususnya dalam bidang hukum pidana lebih khusus lagi dalam hukum

perlindungan anak.
1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk orang tua, anak, guru, penegak

hukum, serta masyarakat luas.
1.5.  Definisi Konsep

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah maka dijelaskan secara
singkat mengenai variabel yang akan diteliti dalam penulisan ini, yaitu sebagai

berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada
subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif
(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik
yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan

peraturan hukum.®

® Perlindungan Hukum , 14 Juni 2012, [http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html],
diakses pada tanggal 9 Juni 2014.
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Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, Pasal 1 angka 1 : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.’

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpatisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.?

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Anak yang
Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak
yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menadi saksi tindak

pidana”.
Tindak Pidana

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan, “Tindak pidana sebagai suatu

perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

him. 21.

" Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,

& Maidin Gultom, Op.cit, HIm:33
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bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan
(schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.?
Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons,
tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat
dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi
lima unsur, sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana oleh hukum

b. Bertentangan dengan hukum

c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)

d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.*

6. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1: “Trafficking adalah
tindakan perekrutan,pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan

° Gsihaloho, “Pengertian Tindak Pidana”, [http://gsihaloho.blogspot.com/], diakses pada
tanggal 9 Juni 2014.
Y bid
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didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau

mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Pengertian trafficking menurut protokol PBB, adalah perekrutan,
pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang,
dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari
pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran
atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari
seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang
lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan
paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan

atau pengambilan organ tubuh. ™

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 2: “Tindak pidana
trafficking adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi

unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan Undang-undang ini”.

! Farhana, Op.cit. him 20.
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1.6.  Metode Penelitian
1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) adalah
menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma
hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan
prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan
hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

sebagai pelaku tindak pidana trafficking berdasarkan UUTPPO.

1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan
perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach) merupakan metode
pendekatan penelitian dengan meneliti semua undang-undang yang berkaitan dengan
permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Bagi penelitian untuk kegiatan
praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti
untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang
dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang

Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.*? Pendekatan konseptual (conceptual

12 peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, Penadamedia Group, Jakarta, HIm:133
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approach) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah

yang dihadapi.”®

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum ada dua, yaitu sumber penelitian bahan hukum

primer dan sumber penelitian bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan®”.

A. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Perdagangan Orang.

" Ibid, HIm:177

4 Ibid, HIm:181
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak
B. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-
buku hukum, literatur, jurnal hukum, artikel-artikel hukum yang berkaitan

dengan masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi
kepustakaan yaitu mengambil bahan hukum dari literatur-literatur. Teknik
pengelolahan bahan hukum yang digunakan adalah memberikan penjelasan dari
permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut
berdasarkan teknik pengelolahan bahan hukum dengan cara pengumpulan bahan
hukum, bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah dan dijabarkan secara
sistematis dan kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan yang menjadi

jawaban dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.
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1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisis deduktif,

yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat

Khusus untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk

permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7.

Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penelitian memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai apa

saja yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini terdiri dari empat bab,

yang terdiri dari :

Bab |

Bab Il

: Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang mengapa

permasalahan hukum yang ada menjadi bahan penelitian dalam
penulisan skripsi ini. Bab ini juga berisikan

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi
konsep, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika

. Tinjauan pustaka, merupakan tinjauan umum yang berupa kajian
pustaka tentang pengertian anak, pengertian perlindungan anak, hak
anak, kewajiban anak, kenakalan anak, faktor kenakalan anak,
penanggulanagan kenakalan anak, pengertian trafficking, bentuk-
bentuk praktik trafficking, faktor-faktor terjadinya praktik trafficking,
pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan pengertian

perlindungan hukum.
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Bab IV
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: Pembahasan penulisan skripsi merupakan jawaban dari rumusan

masalah, yaitu :

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan hukum
sebagai pelaku tindak pidana trafficking menurut Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

: Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang
berisikan kesimpulan dan saran demi memperkaya wawasan di
bidang hukum perlindungan anak berkaitan dengan perlindungan
hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku
tindak pidana trafficking menurut undang-undang pemberantasan

tindak pidana perdagangan orang.



